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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI 

DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri 

pada sektor tertentu yang berorientasi ekspor serta untuk 

mendukung program Pemerintah dalam upaya penciptaan 

dan penyerapan lapangan kerja, perlu memberikan 

kebijakan perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

penghasilan pegawai yang dibayarkan oleh pemberi kerja 

yang memenuhi kriteria tertentu, untuk periode waktu 

tertentu; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 21 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari 
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Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4893); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI 

DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU. 

 

Pasal 1 

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai 

yang merupakan orang pribadi dalam negeri berupa gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 

dilakukan, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 

21. 

(2) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan pemotongan pajak 

atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 
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